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TENTANG

PENYIDIK PHIAVAT NEGERI STPIL DI LINGKUMGAN
PEMERINTAN KCTAMADYA DAIRAII TINGKAT IT SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHMA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAI TINGKAT TI SURABAYA

:+ bohwa dalam rangks penyelenggarzan Pemerintahan seecara berdaya guna
dan berhasil guna khusushya untuk menjamin ketertiban dan kepastian
hukum berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IT Sura-~
baya, dipandang perlu mengatur lebil lanjut pelaksanaan Pasal 43 -
ayat (2) UndangwUndang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Peme=
rintahan di Daerah mengenail Penyidik Pegawal Negeri Sipil di ling -
kungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tinglkat IT Surabaya sesial deng=
an Undang-Undang Nomor 8 tahun 1081 tentang Hulum Acara Pidana jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 beserta Peraturan Pelaksa
noannya dehgan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalem suatue
Peraturan Daerah.

: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 197% tentang Pokok-Pokck Pemerintah-
an di Daerah j

2. Undang=Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentuken Daerah Ko-
ta Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengeh/Jawa —
Barat dan Dacrah Istimews Yegyakarta jo. UndangwUndang Nomor 2 -

tahun 1965 3

N
.

Undang=Undang Nomor & tahun 197% tentang PokokePokok Kepegawaianj

-
[ ]

Undang-Undang Nomor & tahun 1981 tentang Hulun Acara Pidana

Peraturan Pemerintzh Nomar 27 tahun 1685 tentang Pelaksanasn Kie
tab Undang~-Undang Hulum Acaraz Pidana

\n
N

6e Peraturan Menteri Kehakiman Nomor !l = 05 w PWe 07.03 tahun 1984w
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan don Pemberw
hentian Penyidik Pegawei Negeri Sipil ;

7e Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M - O4 ~ PW. 07.03 tahun 1984
tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil g



Tt 2 -

8« Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 31 QOkto-
ber 1985 Komor SKEP/369/X/1985 tentans Koordinasi dan Pengawasan Peuyvi
dik Pegawal Negerdi Sipil i

9« Keputusan Menteri Dalar Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan -
Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilinglungan Pemerintsh =
Daerah.,

Jongrn Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerch Kotomadya Daerch Tingkat IT Surabaya,
HEMUTUSKAHN

Honctopken ¢ PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT SURARAYA THNTANG PENYIDTK -
PIGAWAT NEGERI STPIL DI LINGKUNGAN PIMERTNIAH KOTAMADYSA DAIRAH TINGKAT II

SURADAY A
BAB T
KETENTUAN UMUM
Pasal !

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimoksud dengan :
2« Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kenals Daerah Tinglkat II Surabaya

b. Pemerintoh Daerah, ialah Pemerintah Kotamadyz Daersh Tingkat IT Sura —
baya 3

¢ Penyidik Pegawal Heperi 8ipil, ialah Pegawai Hegeri Sipil tertontu yang
diberi wewenang dan kewnjiban untuk melaksansksn Penyidiken terhadap -

pelanggaran Peraturan Daerah j

de Peraturan Daerah, ialah Peraturan Dacrah Kotamadya Daerzh Tingkat IT -
Surabaya yang memuat ketentuean Pidara dan yeng telsh berlaku Sah serta
telah diundangkan dalam lLembarson Daersh Kotamadya Daerzh Tingkat IZ -
Surabaya

c. Pegawal Negeri Sipil, ialah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud-
dalan Undang-Undang Homor 8 tahun 1974 3
f. Kepala Dinas dan atau Instansi, ioleh Kepala Dinas dan atau Tnstonsi -

di linglungan Pemerintah Doersh yang membidangi materi Peraturan Dacrah
vang bersangkutan.

BLB IT
KFEDUDUKAID DAN WEWEN/ QG
Faseal 2

(1) Dengan Peraturan Daerch ini, ditetapkan Penyidik Pegowai Negeri Sipil
di lingkungan Penmerinteh Dacrah

(2) Penyidik Pegawoi Negeri Sipil dalem nelaksanakon tugasnya beradn di -
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinns
dan atau Instansi masing-masing.



Pasal 3

(1) Penyidik Pegawal Negoeri Sipil mempunyoi wewenang

(2)

(1

(23

[a 19

T

Ce

d.

Ca

Ta

i.

menerina loporan atau pengadusn dari scorang tentang adonye tindalk

Pidena 3

melalmkon tindckan pertama pade sant itu ditenpoat kejadian don ne-
lakukan pemerikszan j

menyuruli berhenti seorang tersangka den memeriksa fandn penpenal

dorl tersangka i

melakukan penyifosn benda dan atau curat ;

menganbil gsidik jari dan memotret secrang i

nemanggil orang untuk didengar den diperiksa sebagal tersengka -

atau saksi j

mendatangkan orang shli yang diperlukan dalam hubungannyn dengan -

pemeriksaan perkara

nepradakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjul: deri-
Penyidik Polisi Negera Republik Indonesia (POLRI) bahwe tidak ter-
dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakean tindalt -
pldana dan sclanjutnysz melalui Penyidik PCLRT memberitahukan hal -

tersebut kepada Penuntut Umm, tersangka atauw kelucrganys 3

mengadakan tindaken lain menurut hulum yang dapat dipertangeung -
Jawabkan,

Wewenang penyidiken sebagaimana dimsksud pada ayat (1) pesal ini i -

lokuken terhadap pelanggaran Peraturan Daerch dalam Wilayah hukum di-

tempat Penyidik Pegawal Negeri Sipil torsebut ditempatkan

Dalam nelakukan tugasnya, Penyidik Pcgowal Negeri Sipil tidak berwe -

nang melakulean penangkapen den atau penchonean.

Pasal L

Ponyidik Pepawal Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindalan -

tenteng

De
be

Ce

A

Cu

f.

peneriksaan tersanglsa g
pemasukan runsh §
penyitazn benda
pemcriksaan surat
pererilkeoaan sakei 3

pemeriksaan di tempat kejadian,

Berita Acara sobagzimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diteruskan
kepada Kejaksacn Negeri melalui Penyidik Polisi MNegars Republilk Indo
nesia (PCOLRI)



Pasal 5

Talan melalisanakan tugas dan atau wewenamnya sebagainana ditetaplan vada
nanal ¥ dan pasal 4 Peraturan Daerah ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
wajid dan harus tunduk kepada ketentuan huwlaum Acara Pidana yang berlada o

BAB III
PIRSYARATAH PENYIDIK

Pasal 6

Sy-rabt-syarat untuk dapat ditunjult sebapai Penyidik Pegaval Vegeri Sipil
inlsh

n. Pegawal MNegeri Sipil berpangkat serendcherendainya Pengotur Mado Ting-
kat T ( golongan II/b ) yang bertusas dalam bidang Penyidikan i

b. Berpendidikan sercendah-rendzhnya Scleleh Laanjutan Tingkat Atas dan ber
nendidikan Xhucus di bidang Penyidiken ateu Mhusus di bideng telnis -
Cperasional atou berpengalaman minimal 2 (dua) tehun pada bidang tok-

nis Operasional 3

ce Daftar Penilaian Pelakssnaan Pekerjoan (DP.3) Pegavai Negori Sipil un-
tulz selama 2 (dua) tahun terakhir bherturut-turut harus terisi dengan

nilal beik j
de Earbadan schat yang dinystcken dengan Surat Keterangan Dokter

@. Scbelunm menjalankan tugascnya Penyidik Fepawai Negeri Sipil harus neng-

angkat sunpeh atau janji scsual dengan ketentuarn yong berlalu,

BAB v
PEGANGRATAN, PEMBERHENTTAN DAN MUTASI

Pasal 7

(1) Usul pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pemawei Negerd. Sipil di-
ajukan oleh Kepala Daerah kepada ienteri Kehalminan melolui  Menteri =
Dolam Hegerd dengan mengirim tembusan keopada Jaksa Agung dan  Kepala
Kepolisian Negora Republik Indonesia guna mendapatkan pertinbangen -
serta satu lembar tembusan kepada Gubernur Kepola Daerah Tingkat I ~

Jawa Timur

(2) Usul pensamgkatan ngar mencantumkan Feraturan Daersh yang menjadi da-
sar hukum pemberian Kewenangen dan Wilayah hukum Peonyidik Pegawal Ne-
geri Sipil denpan melampirkan kelengkapan administrasi yang diperln -
kan,



Pasal 8

Doalam hal terjadi mutasi baik mengenai Jabatan mauwpun tempat tuges dari
Fegawal Nemeri Sipil yang bersanglutan Kepala Daerah melaporkan kepada
fionteri Kehakiman melalui Menteri Dalam liegeri tentanpg adanya mutasi =
tersebut guna diadakan perubahan pada Keputusan Pengangkatannya dengan-

tciibusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tinur,

BAB ¥V
PIMITRAAI DAN HUBULGAN KEDJA
Pasal 9
(1) Pembinaan umum Penyidik Pegawai Negori Sipil dilakukan oleh Kepala ~
Doerah bekorja sama dengan Instansi Penegalt Hukun

(2) Penyidil: Pegawad Negeri Sipil dalam meloksonaken tugasnya berada di-
bawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Kevelisian Negora Republike-

Indonesiae.
Pasal 10

Hueungen kerja Penyidik Pegawal Negeri Sipil dan Penyidil Pelisi Negerar
Republik Indenesia dictur sesuai dengon ketentuan perundangon dari Xepow

lisian Negaras Republik Indchesia.

DAB VX

PEMBEAYAAN

Posal 11
Beaye pelaksansan tugas Penyidik den pembinaan Penyidik Pegawai Negeri -
Sinil dibebankan pada Anggeron Pendapatan dan Belania Daerch Kotamadya -
Doerah Tingkat IT Surabaysa

BAR VII
KETENTUAN PENUTUPR
Pasal 12

Hal=hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerash ini akan diatur -
lebih lanjut oleh Kepala Daerah,



Pazal 13

{1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangrel diund=ngkan

(2) Ager setiap orang mengetahuinya, meomerirtahken pengundsngon Peraturan

Dacrah ini dalam Lembaran Dacrah Kotamndya Daerah Tingkat IT Surnbaya.

Surabays , 30 Desceber 1987

DIMAY PERWAKILAN RAXYAT DAERAI VALTEOTAMADYA KEPALSA DAERMI
DOOAMADYA DAIRAH TINGEAT IT SURADBAYA TINEKAT TT SURLDAYA
Ketua
ttd ttd
SOENJOT O, BA dr, H, POERNQIO KASIDIT

Disahkan dengan Keputusan Guborrwr Lepzala Doerah Tingkat I Jawa -
Ticne tonggel 28 Moret 1988 Nonar 122/P tahun 1988,

hene GUBERINUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asiston I Sekretaris Wilaysh/Dacrah
(Bidans Pomerintahaon)

ttd

M. ARIFF MULJADI, SH
Nip. 510019640

Diundangkan dalem Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IT Su -
rabaya tahun 1988 Seri ¢ tanggal A2 Lpril 1988 Nomor 4.

Aoy VALIKOTGMADYA KEPALA DAERMH
Batinan sesu. i-dengan astinya TTGEAT TI SURABAYA
sekre+.rig Ko~ modya Dusrah

perocomy, TANERL+ IT Swrabaya
?DTA,;, ;‘ "y

Selretaris Kotamadys Daerch

++d

Dres SOENARJQ
Nip. 510 04O 479




I.

PLidbonBal ATAS PERATURAN DABRMI KOUfunaDil Daddiidd CIWGET I SURARAYA
NOMCR 13  TAHUN 1987

TENTANG

PENYIDIK PIGAWAI NEGERT SIPIL DI LINGKUMGAN PEMMRINTAH
KOTAMADYA DAFRM TINGKAT IT SULAB.LYA

B IZASAT T
Sebelun berlakunya KUEAP maka landasan hulum bagi Penyidik yang dahulu di
kenal dengnn scbuton Pembantu Jaksa atau Hulp Mosistraat adalah et Horziemg -
Inlondsch Roglement (HoI.R.) Staatbdlad 1941 Nomcr 44 otau Remlemen Indonesia
vrng dinerboharui (R.ILB.) dengan berlalunya Undeng-Undong Nomer 8 tahun 1081 -
tentong Hukum Acara Pidana (KUHAP) juncto Peraturon Pereorintch Nomor 27 tahun -
1080% tentang Peleksanazn KUHAP, Koputusan Menteri Kehakinzon Nomor M -~ O PW,07.-

0% ~ tohun 1984 tenteang Wewenang Penyidik Peguwed Negeri Sipil dan Peraturon Men
tori lchakiman Momar M = 05 w PW. 07.03 tohun 1984 tentang Petunjuk pelaksanaans
nensucllan, pensangkaton dan pemberhention Penyidik Pegawal Negeri Sipil, meka -
secund denson ketentuan passl 43 ayat (2) Undang-Undeng Nomor 5 tchun 1674 ten -

".I

r!-

ang Polok~Pokol Pemerintohan di Daerah, masalah Penyldik Pepowal Negeri Sipil -
41 Iinrfamgan Pemerintoh Kotamadya Daersh Tingkat I1 Surabaye perlu ddatur denge-

an ~oturan Doeorah

DINC ELASLY PASAL DEMI PASAL :

Bt a0 B B B e

Tosol 1

Culup jolas { lihot ponjelasan uweum )
Pacal 2 sampel dengen 8 @ Culaup jelas

Pasul 9 1 yang dimsksud dengon pembinaan dalam pasal ini =
melipuii kegiatorn peninglkaton rmutu Penyidil: Pegam
wol Negerd Sipil antara lain melalui pendidikan -
dan latihon.

Pasnl 10

Undang-Undane Nomer & tzhun 19871 berikut Peraturs-
an pelsksanaan adalsh Peratupran yang reniadi da -
sar hukum dari sctiap Departemen aton Instansi -
yang memberikon keowonsngan kepada Penyidik Pepgo -
wal Negeri Sipilnya masing—masing untuk melalcuban
penyidikan oleh 'mrensa itu Pemyidik Pegawal Negori
S8ipil dalan neloksanalien tupasnya berada dibawahe
Koordinagl dan pengawasan Penyidile POLRI.
Koordinesi don pengawason dinslksud adalah menyang
kut aspek tugas atou fungsi yong borsifal rcepre -
sive atau yustionol yong dictiban oleh fungei re =
serse pada POTRI secara berjonjang.

Untuk itu mekanismc kerja, mekonisme koardinasi

dan pengowasan terhagap Penyidil Pegawai Negeri
Sipil agor hubungan kerja antara Penyidik POIRT -

terselengrpera sceara efckiify
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dilaksanakan sesual dengen ketentuan perundangan
yang pada saat Peraturan Doerch ini disusun cda-
1sh Keputusam Kepala Xepolisian Hegara Republile
Indoncsia targzol 31 Cktober 1985 Homor Pol, SKIP
/369/1/1985 berikut perubshannya yong mmmgkin -

nanti diadalon.

Beayza dolam nendulamng pelsksennon tuges Peonyidil
Pegawail Negeri Sipil senjadi bebas: jnggaran Pone
dapaton don Eclonja Docrzsh Tinghkot 17 Zotomodite
Surabaya dalom hal ini adalah moging-masing Dinas
atan Inctanei, dengon nengusahakan untuk diberi-

kan mata anggorar tercehdiri,

Cukup jelas .




